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PIMPINAN D臼WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/11 TAHUN 2O21

TENTANG

usuL PRARARSA KOMISI B DEWAN PERWARTLAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURÅN DAERAH

KOTA SEMARANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

PELAKU EKONOMI KREATIF DI KOTA SEMARANG MENJADI

PRAKARSA DEWAN PERWARⅢJAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA S臼MARANG,

Men血bang　: a. bahwa Usul Prakarsa Komisi B Dewan Pervakilan

Rakyat Daerah Kota Semarmg men宝enai Rancangan

Peraturan Daerah Kota Semaran呂　tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Ekonomi

Kreatif di Kota Semarang皿e垂adi Prakarsa Dewan

Perwakil租皿　Rakyat Daerah Kota Semarang telah

mendapatkan p写正mb甜Igan d証Dewan PさIWa嵐Ian

Rakyat Daera.h Kota Sema胞ng maup皿Pemerin鳴h

Kota Sem紺an容, Seh正室ga perlu memperoleh

persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut

m印jadi打akarsa Dewa皿Perwa鮒an Rakyat Daerah

Kota Sem租でaⅡg;

b, bahwa berdasa血an pe血mbangm　艶ba富almana

dimaksud h皿嶋f a, maka pe血u menerbitkan

Keputusan Dewan Perwak土lm Rakyat Daerah Ko血

Semarang tentang Usul Prakarsa Komisi B Dew甜1

Perwakilan Ra】町at Daerah Kota Semara調呂mengenal

Rancan呂an Peratura皿Daemh tentang Per量indun筈an

dan Pe皿berdaya細l Pelaku Ekonomi K嶋a出di Kota

Semarang me両adi Prakarsa Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Semarang;

Mengingat　　　‥ 1. Undang-undang Nomor 16　Tahun 1950　tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Pjawa Timur, Pjawa Tengah,

Djawa Barat dan Daerah Is缶mewa Jo由akarta;
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2. Undang-Undang Nomor　25　Tahun 1992　tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992　Nomor l16, Tambahan Lembaran

Neg紺a Republik Indonesia ∴Nomor　3502);

seba富aimana telah diubah dengan U櫨dang-U調dang

Nomor ll Tahun　2020　tentang Cipta Ke車a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573) ;

3. Undang-Undang Nomor　5　Tahun 1999　tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 38 1 8) sebagaimana telah

diubah dengan Undang葛Undang Nomor ll

Tahun 2O2O tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor　245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573) ;

4. Undang-Undang Nomor　20　Tahun　2008　tentang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2008　Nomor　93?

Tambahan. Lembaran Negam Republik Indonesia

Nomor4866), Sebagaimana telah diubah dengan

Und甜Ig-U皿dang Nomor 11 Tahun　2020　tentang

Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2020　Nomor　245, Tamba血an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2011 tentang

Pembentu kan Peratu r甜I Perunda調g- und租n gan

(Lembaran Ne蜜ara Republik I皿donesia Tahu調201 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg紺a Republik

Indone亀ia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-U皿dang Nomor 15　Tahun　2019

tentang Perub盆han Atas Undan告-Und軸鴫Nomor 12

Tahun　2011　tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indo皿esia Tahun　2019　Nomor 183, Tamb租han

Lembaran Neg鼠ra Republik Indonesia Nomor 6398) ;

6. Undang-Undang Nomor　3　Tahun　2014　tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor ll

Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor　245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
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7.　Undang-Undang Nomor　7　Tahun　2014　tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20 1 4 Nomor 45, Tambahan I.鳥mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor55 12) sebagai皿ana telah

diubah dengan U血dang-Undang Nomor ll

Tahun 2020 tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2020　Nomor　245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 6573);

8, Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Peme正ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor ll Tahun　2020

tentang Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　20畳0　No皿or　245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No皿or 6573) ;

9.　Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O14 tentang Hak

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2014　Nomor　266, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No皿or 5599) ;

1O. Unda皿g-Undang Nomor 13　Tahun　2016　tentang

Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2016　Nomor 176, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor　　5922)

Sebagaimana telah diubah dengan Unda皿g-Undang

Nomor ll Tahun　2020　tentang Cipta Ke再a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20

Nomor 245, Tambahan I.月mb甜●a皿Neg拙、a Republik

Indonesia Nomor 6573);

11, Undg鳳g-Undang NoⅢOI’ 20　Tahun　2016　tentang

Merek dan Indikasi Gcogra鱒s (Lembaran Negara

Republik mdonesia Tahun　2016　Nomor　252,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　5953); Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor ll Tahun　2O20　tentang

Cipta KeIja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2020　Nomor　245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

12. Undang-Undang Nomor　5　Tahun　2017　tentang

Pema:juan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun　2017　Nomor lO4, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O55) ;
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13. Undang-Undang Nomor　24　Tahun　2019　tentang

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun　2019　Nomor　212, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 1 4) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor　20　Tahun　2OO5

tentang Alih TeknoIogi Kekayaan Intelektual serta

Hasil Kegiatan Pene皿an dan Pengembangan oleh

Perguruan Tinggi dan Lembaga Peneli缶an dan

Pengembangan　(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2005　Nomor　43, Tamba心an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497) ;

15. Peraturan Peme正ntah Nomor 12　Tahun　2018

tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembarani Negara

Republik Indonesia Tahun　2018　Nomor　22,

Tambahah Lembaran Neg紬a Republik Indonesia

Nomor 6197);

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rt車at Daerah Kota

Semarang Nomor l Tahun 2018 tentang Ta血Tertib

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Semarang

(Berita Daerah Kota Se皿arang Tahun　2018

Nomor　71) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang Nomor l Tahun 2O19 tentang Perubahan

At観s Peraturan Dewan Perwal出Ian Rakyat Daerah

Kota Se皿arang No血or l Tahun 2018 tentang Tata

Te血b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang　(Bchta Daerah Kota Semarang

Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

usul prakaLrSa Komisi B Dewan Pervakilan Rakyat

Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan

Daerah tenta虹g Perl血dungan d紬Pemberday組n Pel租ku

Ekonomi Krea血　di Kota Semarang me可adi

Prakarsa Dewa皿　Perw割出Ian Rakyat Daerah Kota

Semarang.

4



KEDUA

KETI GA

Naskah Akademik da皿　Rancangan Pera山ran Daerah

tentang pe亜ndungan dan Pemberdayaan Pelaku

Ekonomi Krea宙di Ko血Semarang merupakan bagian

也dak terpisahkan de皿ga血Kepu山$an ini・

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan '

Ditetapkan di Semarang

Pada tangga1 22 Ap正1 2021

ゲW胴RWA嵩』胴Rツ4

1. Gubemur Jawa Tengah;

3. Wakil Walikota Semarang;

4. Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang;

5. Para Anggota DPRD Kota Semarang;

6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

7. Sekretaris DPRD Kota Semara調g;

8. Para Asisten Sekda Kota Semarang;

9. Inspektur Kota Semarang;

1O. Para Kepala Badan Kota Semarang;

1 1. Para Kepala Dinas Kota Semarang;

12・ Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

13. Para Camat Kota Semara皿貿.
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